
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76} 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota 
Kota Besar Dalam Lingkungan Daera.h 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Nornor 1092); 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Menirnbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 ten tang 
Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan 
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 
Nomor 2} Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Medan Nomor 2) perlu mernbentuk Peraturan 
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Ten tang 
Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan; 

WALIKOTA MEDAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNOAN 

TENT ANG 
. • 
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PERATURAN WALIKOTA MEDAN 
NOMOR 9 TAHUN 2014 

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 
Tefepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228 

E-mail: sekretariat@pemkomedan.go.id. Website: www.pemkomedan.go.id 

PEMERINTAH KOTA MEDAN 
SEKRETARIAT DAERAH 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
ten tang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 3005); 

9. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nornor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali tera.khir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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14. Pera tu ran Pernerin tah N omor 4 1 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3527); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 
ten tang Pembentukan J 8 (Delapan Belas) 
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat Simalungun, Dain, Tapanuli 
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli 
Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Medan Dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 65); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pernbentukan Kecamatan Berastagi 
Dan Mardingding Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang 
Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di 
Wi1ayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Dairi 
Dan Kecarnatan Medan Petisah, Medan 
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, 
Medan Maimun, Medan Selayang, Medan 
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah 
Kotamadya Oaerah Tingkat IT Medan Dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 67); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tam bah an Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukurn Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

3 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
terakhir beberapa kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 
ten tang Kendaraan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53 1 7); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis 
Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu 
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5221}; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tah un 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemer:intah Nomor 42 Tahun 1993 
tentang Perneriksaan Kendaraan Bermotor Di 
Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 



Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di 
Bidang Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali.kota. 

Pasal 2 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan 
diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG 
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH DI BJDANG 
PERHUBUNGAN. 

MEMUTUSKAN: 

26. Peraturan Oaerah Kota Medan Nomor 2 
Tah.un 2014 tentang Retribusi Oaerah Di 
Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota 
Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Medan Nornor 2); 

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Medan Tahun 2009 Nomor 71 Tarnbahan 
Lernbaran Oaerah Kota Medan Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan 
Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2009 Nomor 2); 

23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

• 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 
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BERITJ\ Of\ERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 9 

I 
S'r"AIFUL BAHRI 

~l~KRl~T.t'\RlS t\ERAJ-1 KOTA MEDAN, 

Diund angkan di Medan 
pada tanggal 30 Januarj_ ?014 

OZULMl ELDlN S 

ttd 

Pit. WALIKOTA MEDAN 
WAKIL WALIKOTA, 

Ditctapkan di Medan 
pada ta nggal 30 J'amn:..1.'i 201L; 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, merneririrahkan 
pengunclangan Peraturan Dae rah ini dengan penernpatannya 
dalarn Be rita Daerah Kola Meclan. 

Pcraturau Wa likota ini mulai bcrlaku puda tanggal diundangkan. 
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Pasal 3 
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